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ABSTRAK

Proses kepailitan pada umumnya adalah proses paygang melelahkan.
Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yangibatl dalam proses tersebut,
karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memilitang lebih dari satu, sedang
di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukugakagi dapat memenuhi semua
tagihan yang ditujukan pada debitor. Masing-makneglitor akan berusaha untuk
secepat-cepatnya mendapatkan pembayaran setinggifdya atas piutang
mereka masing-masing. Kondisi tersebutlah yang tardlelakangi lahirnya
aturan-aturan yang mengikat di dalam proses kégailiyang mengatur
pembagian harta pailit di bawah kendali kurator rissepengawasan hakim
pengawas.

Meski begitu, adanya aturan-aturan dalam proseailkap, belum jelas
mengatur posisi buruh yang perusahaannya dinyatgialit. Buruh pada
prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan ysaigh mereka kerjakan.
Tagihan semacam ini bahkan telah secara tegastadkayasebagai utang yang
lebih didahulukan pembayarannya daripada utanggutannya.

Yang tidak kalah menarik, apabila harta pailit tetaytidak mencukupi.
Apa yang bisa digunakan untuk membayar upah bualdndkondisi seperti ini?
Sekalipun hak pesangon telah dijamin oleh undamg4og, namun, itu pun masih
tergantung pada mampu tidaknya majikan (kuratoagabpengurus harta pailit)
membayarkan uang pesangon tersebut.

Meskipun tidak jelas seberapa tinggi utang tersdiautis didahulukan,
namun, paling tidak telah tersurat adanya Kkeistiaaaw untuk hak atas
pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta mhilagikan kepada kreditor
konkuren maka tagihan yang diajukan oleh pihak-pihak pemgdiak istimewa
harus dipenuhi lebih dahulu.

Oleh karena itu, penulis membahas tentang masailaébut dengan jenis
penelitian pustakalibrary research),dengan menjadikan bahan pustaka sebagai
sumber data utama, bersifdeskriptif analitik teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkajnganalisis serta
menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang,atulistau sumber tertulis
lainnya, Penelitian ini menggunakan metdaenparatif yaitu membandingkan
tentang hak tenaga kerja dalam proses kepailitemdaukum positif dan hukum
Islam serta meneliti, menganalisa dalam kedua msistekum tersebut yang
berkaitan dengan titik temunya.

Setelah dilakukan penelitian, menunjukkan bahwauhulpositif kurang
memihak hak pekerja, akan tetapi ada undang-ungkamg mengistimewakan hak
pekerja yaitu UU Ketenegakerjaan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalamypsanan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri dAgian Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomds8/1987 dan

0543b/U/1987.

Konsonan tunggal

'1?2;:: Nama Huruf Latin Keterangan
) Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o B&' b be
< T& t te
- Sa’ $ es (dengan titik di atas)
d Ji [n j je
C Ha h ha (dengan titik di bawah)
c Kh&’ kh ka dan ha
K} Dal d de
K] Zal % zet (dengan titik di atas)
D R&’ r er
J' zal 7z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
ol sad s es (dengan titik di bawah)
ol dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
)5} za’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik di atas
& gain g ge
o fa f ef
a qf?tf q qi
é kaf k ka
d lam 1 ‘el
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e mim m ‘em
3 nan n ‘en
) waw( w w
A h&’ h ha
& hamzah ’ apostrof
) y&’ Y ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
33 Axia ditulis Muta‘'addidah
dac ditulis ‘iddah
C. Ta’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
4Sa ditulis Hikmah
e ditulis ‘liah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Ayahng sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat daga@ya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bac&adua itu terpisah,

maka ditulis dengan h.

BB PAIS ditulis Karamah al-auliy&’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fagtkakrah dan dammah

ditulis t atau h.

il 3< ditulis Zakah al-firi
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D. Vokal pendek

fathah A
fa’ala
kasrah !
zukira
u
dammah yazhabu

E. Vokal panjang

1 ditulis
ditulis
2 ditulis
ditulis
3 ditulis
ditulis
4 ditulis
ditulis
F. Vokal rangkap
1 ditulis
ditulis
2 ditulis
ditulis

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkn dengan

apostrof

ditulis
ditulis
ditulis
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H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggkan huruf “I”.

Obgj\ ditulis Al-Qur'an

obaal) ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggkan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkeaf | (el) nya.

elad! ditulis As-Sama’
i) ditulis Asy-Syams

I.  Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

o= g Al (553 ditulis Zawi al-furid
daud) Jal ditulis Ahl as-Sunnah




MOTTO
Al Gan ) i) sy
Sugeh tanpo bondo, Nglurug tanpo bolo,
Digdoyo tanpo aji, Menang tanpo
ngesorake (R.Suryo Kartono)

Berbuat lebih untuk mendapatkan
sesuatu yang lebin....... !

You”ll never walk alone. ..

Think to try before you die.l.
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KATA PENGANTAR
a1 Cran 1 A ey
Of dgal S ull Je o glad 531 35 GuBL & gusy ool U1 b o
sy Jop @l g yg 08 et OF gl Ll &y (5 oo 5 11 1Y
ol aoeo g Al Jo g dat U b Je
Axy Lol
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BAB |

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yamsdetakkan
seluruh harta dari seorang debitur pailit dalantustasita umum(public
attachment). Untuk kemudian oleh kurator yang diangkat untugdakukan
pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebntdijkel dan hasilnya akan
dibagikan kepada seluruh kreditur berdasarkan rdasing-masing tingkatan
hak yang dimilikinya:

Sedangkan Penentuan golongan kreditur di dalam iltapa di
Indonesia adalah berdasarkan Pasal 1131 sampaarddtagal 1138 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undémipng No. 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-gndan 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajgkd KUP); dan
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Banundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, golongeditlr tersebut
meliputi:

1. Kreditur yang kedudukannya di atas Kreditur pemggsaham jaminan
kebendaan (contoh utang pajak) dimana dasar hukengemai kreditur

ini terdapat di dalam Pasal 21 UU No0.28 Tahun 2007;

! Penjelasan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan déR .



2. Kreditur pemegang jaminan kebendaan yang diseboagse kreditur
separatis (dasar hukumnya adalah Pasal 1134 ayat 2 KUH Rgrdat
Hingga hari ini jaminan kebendaan yang dikenalldiadi Indonesia

adalah:

a. Gadai;
b. Fidusia;
c. Hak tanggungan; dan
d. Hipotik kapal;
3. Utang harta pailit. Yang termasuk utang harta paititara lain adalah

sebagai berikut:

a. Biaya kepailitan dafee (upah) kurator;

b. Upah tenaga kerja, baik untuk waktu sebelum debgailit
maupun sesudah debitur pailit (Pasal 39 ayat (2)abgdUndang
No. 37 Tahun 2004); dan

c. Sewa gedung sesudah debitur pailit dan seterustasal 38 ayat
(4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004);

4. Kreditur preferen khusus, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1UBB K
Perdata, dan Kreditupreferen umum, sebagaimana terdapat di dalam

Pasal 1149 KUH Perdata; dan



5. Kreditur konkuren. Kreditur golongan ini adalah semua Kreditur yang
tidak masuk Krediturseparatis dan tidak termasuk Kreditupreferen

khusus maupun umum (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 KUdthiRgr

Di dalam penjelasan diatas tagihan tenaga kerjadaatmrutan ketiga
dibawah kreditur pemegang jaminan kebendaan (Kne@paratis), tetapi
tagihan pembayaran upah pekerja dikategorikan sébag istimewa umurh.
Ketentuan tersebut juga diatur di dalam pasal @i 4 UU No. 13/2003
tentang Ketenagakerjaan yang mengatur:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau ditlisi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, makadgahak-hak lainnya
dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulpleanbayarannya.”

Meskipun tidak jelas seberapa tinggi utang tersbbuis didahulukan,
namun, paling tidak telah tersurat adanya keistiag@wuntuk hak atas
pembayaran upah buruh. Artinya, sebelum harta tpdibagikan kepada
kreditor konkuren, maka tagihan yang diajukan gdéiak-pihak pemegang
hak istimewa harus dipenuhi lebih dahulu.

Diperkuat dengan UU No. 37/2004 tentang Kepailitan Hanundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur hahwa

“Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkgah yang terutang

sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pad@pkan merupakan
utang harta pailit®

2 pasal 1149 KUH Perdata.

% pasal 39 ayat 2 UU No. 37/2004.



Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, Igpia
mencantumkan sifat (istimewa) pembayaran upah yargpakan utang harta
pailit dalam daftar utang piutang harta pdiliDaftar tersebut harus
diumumkan pada khalayak umudmsebelum akhirnya dicocokkan dengan
tagihan yang diajukan oleh kreditor senfiri.

Apabila kemudian ada perselisihan, karena bedaaanzitar kurator
dan tagihan kreditor, maka hakim pengawas berwenatuk mendamaikan.
Apabila perselisihan tetap belum selesai, makaefisitsan tersebut harus
diselesaikan melalui pengadilan.

Sekilas, posisi pekerja dalam memperjuangkan peambayupahnya
sudah cukup kuat, karena:

1. Tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihan yang

diistimewakan,

2. Telah ada pengakuan undang-undang bahwa pembayguam

menjadi utang harta pailit dan

3. Apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekernadidtar yang

dikeluarkan oleh kurator, ada peran instansi patajagang akan
menengahi permasalahan tersebut. Artinya, pogseferen
(didahulukan) yang dimiliki oleh pekerja tidak dagzegitu saja

didahului.

4 Pasal 102 jo. pasal 100 UU No. 37/2004.
® Pasal 103 UU No. 37/2004.
¢ pasal 116 UU No. 37/2004.

" pasal 127 UU No. 37/2004.



Meski begitu, ada beberapa kondisi di mana pekieigk mendapatkan
hak atas pembayaran upahnya.

Kondisi pertama; ketika terjadinsolvensi parah. Artinya, tidak ada lagi
biaya yang dapat dibayarkan dari harta pailit dtarta pailit hanya cukup
untuk membayar biaya-biaya perkara dan tagihankpdpmalam kondisi
tersebut, mau tidak mau, pekerja tidak akan merikapapa-apa.

Kondis kedua; ketika harta pailit hanya berupa benda-benda yang
dijaminkan kepada kredit@eparatis. Apabila nilai tagihan kreditogeparatis
melampaui nilai benda-benda yang dieksekusi, madmmatis tidak ada lagi
yang tersisa dari harta pailit. Namun, apabila relessekusi dapat menutup
piutang pemegang hak jaminan, maka sisanya mapt débagi. Tentu saja,
posisi pekerja ada di bawah biaya-biaya perkaranésuk upah kurator) dan

tagihan pajak.

B. Pokok Masalah
Dari latar belakang masalah sebagaimana dijelaskatad, masalah
pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapatimiuskan sebagai berikut;
Bagaimanakah pandangan Islam tentang hak peda&igan proses kepailitan

dan penyelesaiannya dalam peraturan perundang-geuan

& http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19037&cl diakses pada tanggal 14 Maret

2010



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Mengetahui dengan jelas hak tenaga kerja dalamegpréepailitan
menurut perspektif hukum Islam dan positif.
2. Kegunaan Penelitian
a. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogwék
Penelitian ini akan menambah khasanah pustaka hdklumiversitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menambalvagan
bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas IslargeNeSunan
Kalijaga Yogyakarta, khususnya yang menyangkut rekepa dalam
proses kepailitan.
b. Bagi masyarakat
Memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan kepada
masyarakat, khususnya yang menyangkut hak pekaffandproses
kepailitan.
c. Bagi penulis
Menjadikan pengalaman dan penambahan pengetahontamgehak

pekerja dalam proses kepailitan.

D. Telaah Pustaka
Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas, ipeteihh
menemukan beberapa literatur yang berhubungan demgaalah kepailitan

dan hak-hak tenaga kerja. Dari kedua masalah trsbbul masalah baru



yang akhirnya harus mengkorelasikan permasalahtmaakedua nya. Oleh
karena itu penulis menggunakan telaah sebagaiuberik

Afzalur Rahman dalam bulDoktrin Ekonomi Islam dijelaskan bahwa
Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saandgattsas masalah upah
dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihd&s kekerja dan para
majikan tanpa melanggar hak hak yang sah dari amajilSeorang majikan
tidak boleh bertindak kejam terhadap pekerja dengemghilangkan hak
sepenuhnya dari bagian mereka.

Lalu kaitan kepailitan dan ketenagakerjaan yandudgingan dengan
hak-hak tenaga kerja sedikit di bahas oleh Iman8#axi dalam kitabnya
Al-Asybah wa al-Nadair di dalam permasalahan kepailitan menerangkan
bahwa putusan pailit kepada seseorang yang memakakejtenaga
kerja/karyawan bisa dicabut ketika majikan terseblath membayarkan upah
tenaga kerja/karyawan dan kontrak kerja tenagafkenyawan tersebut sudah
berakhir'®

Karsono di dalam bukuny&epailitan dan Penundaan Pembayaran
menerangkan masalah kepailitan pada pelunasan wutebigur pailit dari

penjualan aset debitur tersebut hasilnya untuk ragarb utang dengan

® Afzalur RahmanDoktrin Ekonomi Islam Jilid I, (Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf,
2003) him. 14.

10 Jalaludin al- SyuyutiAl Asybah Wa Al Nadlair (Lebanon: Dar Al Kutub Al-islami)
him. 258.



mengklasifikasikan urutan para kreditur dari kredipreferent sampai
krediturkonkuren.**

Al-Asy’ari dalam skripsinya yang berjudulinjauan Hukum Islam
Terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan mengenai utang yang
diistimewakan yakni pihak yang mendapatkan hak pamdan untuk dibayar
utangnya, seperti biaya perkara, biaya upah. Kadalam hukum islam

terdapat kaidah

e al g Ly L (o La )

Berarti apabila ada orang pailit dan dalam rang&mheresan harta
pailit maka harus mendahulukan upah karyawan kassseorang yang
berhutang harus rela dan menerima resiko yang tidesuhutang itu?

Dalam skripsi Helmi Haris yang berjudidepailitan Ditinjau dari
Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU No.04 Tahun 1998), hanya
membahas tentang kepailitan yang ada di dalam UU4N@#&hun 1998
dianalisis dengan tinjauan hukum Isl&m.

Perbedaan yang menonjol dengan skripsi diatas fadadasentrasi

pembahasan atau objek yang dikaji, yang berupangeam kewajiban dan

1 Kartono.Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran (Jakarta; Pradnya Paramita, 1974)
him.8.

12 Abdul Hamid HakimMabadi al-Awwaliyyah (Jakarta: Sa’adiyah Putra) him. 47.

13 Al-Asyari. Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN 8ufalijaga, 2004.

4 Helmi Haris, Kepailitan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU
No.04 Tahun 1998). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN &utaijaga, 2004.



pembayaaran utang, sedangkan konsentrasi dalanpsiskmi lebih

mengedepankan hak-hak pekerja dalam proses kepailit

. Kerangka Teoretik
ljarah didefinisikan sebagai akad/ transaksi atas manfasa (yang
dikeluarkan 4ji) dengan memperoleh imbalan berupa upafith dari

musta’jir). Dalam Al-Qur’an disebutkan:
OxY) (8l palind (e pd O eoalind ¢y G Laalaa) culld
OB g Gl Sl o e gle il sas) el o 31 )
Ce Aleld o) Saaie elle B8l o ol lag @ die b | e Caaad
' pallall
Definisi di atas secara tidak langsung menyinggusrgang rukun
ijarah yang terdiri dari:
1. Sigat Akad (fjab dangabul),
2. Pelaku akad4/irdan Mustajjir) serta
3. Obyek akad atau manfaaf-na'qud ‘alayh).*®
Di antara titik temu transaksi adalakiras (upah) yang merupakan

kompensasi terhadap aktifitas yang dilakukayi (pekerja). Seorangyir

berhak atasjrah, namun pada saat yang samya;tersebut memiliki tanggung

' Al-Qasas [28]: 26.

6 Rahmat Syafi'iFigih Muamalah (Bandung Pustaka Setia, 2000) him. 125.
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jawab untuk melaksanakan aktifitas sebagaimana thmateh mustajir
(penyewa / pemberi upahy.

Isu yang selalu muncul di dalam masalgirah adalah tenaga kerja
yang selanjutnya sering disebut dengan buruh ial@mg yang hidupnya
bergantung pada orang lain atau badan/lembagaliamana dari orang atau
badan lain tersebut ia mendapat gaji. Orang laita $&rdan/lembaga tersebut
dinamakan majikan. Pekerja dan majikan merupakeelsgerak ekonomi.
Sedangkan tenaga kerja sebagai salah satu fakiduksi, ialah orang yang
melakukan usaha atau bekerja baik berupa kerjarfiiupun kerja jasmani,
atau kerja fikir sekaligus jasmani dalam rangka ghasilkan barang dan jasa-
jasa ekonomi yang menjadi kebutuhannya. Sedangkerhtadalah pekerja
yang kebanyakan menggunakan tenaga jasmani. Nelgh kliukur dengan
kemampuan menambah barang dan jasa yang bermaataatmenambah
manfaat dari barang dan jasa yang sudah®da.

Ajir (pekerja) dibedakan menjadi dua golongan, yaitu;

1. Al- gjir al-khas

Al-ajir al-khas adalah orang yang menyediakan jasanya hanya
untuk satu orang saja, dan dalam waktu tertentun.tidak boleh

menyewakan jasanya kepada orang lain.

Y Ibid.

¥ Keputusan Musyawarah Nasional XIll Majlis Tarjih Nammadiyah di Banda Aceh,
5-6 juli 1995 tentang hubungan kerja dan ketakagaan dalam perspektif Islam.
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2. Al gjir al-musytarak
Al- ajir al-musytarak adalah orang yang menyewakan jasanya
untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja kimhasyarakat
banyak, orang yang menyewanya tidak boleh melaratgdidak
bekerja pada orang latf.

Untuk mendapatkan apa yang menjadi hak tenaga Ken& harus
melalui dan menjalankan apa yang menjadi kewajibanaga kerja,
diantaranya adalah:

1. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaan yang dijamjika

2. Pekerja wajib bekerja dengan tekun, teliti danmagr dalam

pekerjaannya.

3. Pekerja wajib menjaga keselamatan barang yang dadipakan

kepadanya untuk dipekerjakan.

4. Pekerja wajib membayar ganti rugi atas barang gangak.

Setelah menjalankan semua kewajibannya, tenagaa kie@rhak
mendapatkan hak-hak mereka darusta’jir, hak-hak mereka dilindungi

dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan olehHAlrairah:

19 Wahbah ZuhailiAl-Figh al- I1sami wa Adillatuhu, (Damaskus. Daar al Fikr). Juz 4.
him. 3019.
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WA s A JE olus ade d) Gl Ll oo
4l JSU s el da s s & Ghel day 1 daldl) o g agaas

"ol adany ol 4ie A siuld | gl aelind Ja s

Hak-hak pekerja pada dasarnya melipttak Material: upah / gaji /
hadiah / saham dan sebagian keuntungan perusahanH&kalmmateriil:
keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, ketentramabebasan
menjalankan ibadah, pembinaan karir, jaminan hag, tcuti dan hak
berkumpul/berserikat. Sedangkan hak-hak pekergraaonum adalah:

1. Hak atas upah

2. Hak atas jaminan kecelakaan atau keselamatan kerja

3. Hak atas jaminan sosial

4. Hak atas perlakuan baik dalam lingkungan k&rja

Sifat akadijarah merupakan akadzim (mengikat). Menurut pendapat
mayoritas ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan uldic ada cacat atau
hilangnya nilai manfaat bagi kedua belah pihak. et Hanafiyah, akad
ijarah bisa batal karena meninggalnya salah satu pilik#, gkad tetap
diteruskan, maka manfaat atau upah tidak akandm#iemati oleh oleh pihak-

pihak yang berakad.

20 Ahmad ibnu ‘Ali ibnu Hajar Al-‘AsghalaniFathu al-Bari (Al-Maktabah Al-Salafiyah)
juz.4 him. 447.

2! Choeruman Pasaribu, dan suhendi K, LuBesjanjian dalam Islam (Jakarta: Grafika,
1987), him.
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Menurut pendapat ini, hak dalam ak&@rah tidak dapat diwariskan.
berbeda dengan mayoritas ulama Malikiyah dan Spfji akadijarah tidak
bisa batal karena meninggalnya salah satu pihalenkamerupakan akad
lazim seperti jual belf?

Batalnya akadiarah itu berdasarkan sesuatu yang akan terjadi atau
ketika adanya cacat pada barang yang dipekerja#alnini berbeda dengan
pendapat ulama Hanafiyah yang membagi beberapa dasayang dapat
menyebabkan batalnygrah menjadi tiga:

1. Halangan dari pihaknusta’jir. seperti bangkrutnyanusta jir atau
ganti profesinyamusta’jir karena mereka tidak bisa mengambil
manfaat dari keadaan mereka ketika itu.

2. Halangan dari barang yang disewakan: seperti adamyandy dan
tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali denmenjual
aset yang disewakan tersebut.

3. Halangan yang yang berimbas pada aset yang disewatkan
sesuatu yang dipekerjakan: seperti seseorang menyewsr
mandi untuk digunakan masyarakat nya beberapa walkian
tetapi masyrakatnya bertransmigrasi semua, makak giemberi

sewa tidak berhak mendageg (upah)?®

22 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah.(Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
2008) him. 160.

23 Wahbah ZuhailiAl-Figh al- Islami wa Adillatuhu, (Damaskus. Daar al Fikr). Juz 4.
him. 756.
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Pembatalan krontrakijiarah bisa dilakukan secara sepihak, karena

adanya alasan yang berhubungan dengan pihak yakgnbek atau aset

sewa itu sendifi? Selanjutnya, kontrakiarah bisa berakhir karena:

1.

Menurut ulama Hanafiyah, akadarah bisa berakhir dengan
meninggalnya salah satu pihak, sedangkat ahli vigiak punya

hak untuk meneruskannya. Sedangkan menurut jumkam,u
ijarah itu tidak batal, tetapi bisa diwariskan.

Adanya keinginan dari salah satu pihak untuk merigakh.

Rusaknya aset yang menjadi obyek sewa dan tidakt dapa
mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Masa perjanjian telah usai, atau karena alasan {ang

dibenarkan.

Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganaésisihg hak tenaga

kerja dalam proses kepailitan danai-nya (batalnya) kontraljarah jika

terjadi kepailitan yang menimpausta’jir (pemberi kerja). Dari analisis

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada beagrapundang-undangan

yang belum sesuai dengan hukum Islam dan ada ydaly sesuai dengan

hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan adanya distbaisasi dalam

perundang-undangan hukum Indonesia dan tidak tehieya lima hak dasar

(al-daruriyyat al-khams), yaknt

1.

Terlindunginya hak berkeyakinan sesuai kepercayaag dianut

(hifz al-din).

24 Op.cit.
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2. Terlindunginya hak untuk hidup secara layak al-nafs).
3. Terlindunginya hak reprodukéhi£z al-nasi).
4. Terlindunginya hak kepemilikan barang dan j@is# al-mal).

5. Terlindunginya hak untuk berpikir bebds?z al-’aql).

F. Metode Penelitian
Setiap kegiatan ilmiah, memerlukan suatu metodeg y®@suai dengan
masalah yang dikaji, karena metode merupakan catadiek agar kegiatan
penelitian bisa terlaksana secara rasional damatedemi mendapatkan hasil
yang maksimaf® Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaktiagai
berikut
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustdik@ary research,
dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumberutiate, artinya
data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustaka#énberupa buku-
buku atau karya-karya relevan dengan pokok permlasalyang diteliti.
2. Sifat Penelitian
Penelitian bersifat deskriptif analitik, adalah nagrarkan
permaslahan mengenai hak tenaga kerja dalam piegeslitan baik
dalam bingkai norma hukum yang ada dalam hukummisteaupun hukum
positif, baik darinash, undang-undang, pendapat Ulama’ atau ahli hukum

lainnya.

%5 Anton Bakker Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), him. 10.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini adalahibrary research, maka teknik
pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun radlagan cara
mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai, bkikab, undang-
undang, tulisan atau sumber tertulis lainnya yarmgnpunyai relevansi
dengan objek pembahasan ini.
4. Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan metode komparatif, yaitu
membandingkan tentang hak tenaga kerja dalam pkegsslitan dalam
hukum positif dan hukum Islam serta meneliti, mevagiga dalam kedua

sistem hukum tersebut yang berkaitan dengan étikunya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri terdari lima bab, masing-
masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang secaraurkdss
merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dangkah kerja yang
mewarnai apa yang akan dibahas dalam bab-bab delmnjiPendahuluan ini
berisi latar belakang masalah yang menguraikanangnthal-hal yang
melatarbelakangi pembahasan ini. Selanjutnya pokoksalah vyaitu
menjelaskan masalah yang dianggap penting dalanbdatakang. Kemudian
tujuan dan kegunaan penelitian yaitu merupakanrigessk/ang jelas tentang

pokok masalah yang diteliti. Telaah pustaka menémpatan selanjutnya
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yang merupakan uraian tentang intisari penelaatusiiaku tertentu yang
akan menjadi contoh utama yang secara umum mepjaldi dasar untuk
penulisan hasil penelitian. Dilanjutkan dengan kgkanteoretik, yaitu uraian
kerangka teori yang dipakai untuk menelusuri pokamksalah yang diteliti.
Selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar lalagkah kerja yang
merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaita pedode penelitian.

Selanjutnya bab kedua, merupakan pemaparan tinj@gmang tenaga
kerja yang di dalamnya memuat pengertian , dadaurhuruang lingkup asas
keadilan dan asas kemaslahatan.

Selanjutnya bab ketiga merupakan pemaparan hakrjpekalam
proses kepailitan dan proses penyelesaiannya derajarpan pembahasan
tentang hak-hak tenaga kerja dalam undang-undang yerkait dengan

ketenaga kerjaan.

Selanjutnya analisis terhadap hak-hak tenaga kdgam proses
kepailitan menurut hukum islam, yang mencakup wigémnaga kerja bagi
musta’jir, tinjauan asas keadilan dan tinjauan asas kensalatumu adalah
sebagai bab keempat.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini pada babmieelyaitu
penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawadari pokok masalah

dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitamherygan pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang mas/ahah dan mafsadah yang berakibat
bagi hak-hak pekerja dan para kreditur separatis, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa Peraturan Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Undang-Undang No. 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan (UU KUP), yang
menempatkan upah pekerja di urutan ketiga setelah kreditur separatis, serta
pasal 55 (1) UU Kepailitan yang memperkenankan kreditor separatis
memegang jaminan hak kebendaan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan dan
sebagainya untuk mengeksekus haknya seolah-olah tidak ada kepailitan
merupakan wujud ketidak-perpihakan kebijakan pemerintah terhadap
masyarakat kecil dan lebih mementingkan sebagian kaum yang hidup
beruntung. Akan tetapi ada harapan yang berupa perlindungan hak mereka, tapi
hanya sekedar tulisan belaka dan tidak ada realisasi amandemen isi perundang-
undangan diatas, yaitu pasal 39 ayat 2 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewagjiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pasal 95 ayat 4 UU No.

13/2003 tentang K etenagakerjaan.

Oleh karena itu prinsip structured creditors atau tata urutan kreditur

dalam hukum kepailitan yang di atur di dalam KUH Perdata, Undang-Undang

73
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No. 28 Tahun 2007 serta pasal 51 ayat 1 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menempatkan hak
pekerja setelah kreditur separatis tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam
karena bertentangan dengan prinsip kemadahatan umum yaitu hak pekerja
yang diabaikan dan lebih mementingkan kepentingan golongan tertentu.
Sedangkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
yang mengistemewakan hak pekerja walaupun kenyataannya keistemewaan
tersebut tidak berlaku dengan alasan upah pekerja bukan utang kas negara telah
sesuai dengan hukum Islam karena mengistemewakan hak pekerja di atas hak
kreditor dan mengedepankan kepentingan umum sehingga tercapai lima hak

dasar (al-daruriyyat al-khams) para pekerja

. Saran

1. Diperlukan skema pencadangan dana untuk uang pesangon yang dapat
meringankan beban pengusaha. Salah satu cara, dapat ditempuh melalui
penabungan rutin di perusahaan asuransi.

2. Menempatkan tagihan hak-hak pekerja tetap di bawah kreditur separatis,
tapi di tagihan pajak yang semula diurutan paling atas ditempatkan setelah
tagihan hak-hak pekerja, karena negara wajib mensgahterakan rakyatnya,
terutama rakyat kecil yang mengalami kesusahan.

3. Perlu ada kerja sama antara eksekutif dan legidatif untuk membenahi atau
melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di

atas.
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4. Dalam hal yudikatif, Mahkamah Agung harus melakukan langkah-langkah
agar tercipta konsistens putusan, yang mana hal tersebut menjamin
kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, khusunya terjaminnya

hak atas kesejahteraan bagi pekerja
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LAMPIRAN |
TERJEMAHAN

Him. | F.N Terjemahan
BAB |

Kerelaan terhadap sesuatu rela terhadap apa ygadi teari
akibatnya.

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ypakieu
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kkajenal
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu aumibilk
bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi ddpagrcaya”.

Dari nabi SAW bersabda: Allah berfirman: “ada tigargy
yang aku musuhi di hari kiamat: lelaki yang membernudian
12 20 mengungkit-ungkit, lelaki yang menjual kepada oram@mng
merdeka lalu menaikkan harganya dan lelaki yang emeim
upah pekerja maka menunaikannya, dan tidak menarerik

upahnya.

BAB Il

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ypakieu
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kkajenal
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu aummibilk
bekerja(pada kita) ialah orang yang kuat lagi daljaercaya”.
Berkatalah dia(syuaib): “sesungguhnya akau bernuhksiuk
23 7 | menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua ariakku
atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan ¢&mn
jilka kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalafat(s
kebaikan) darimu, maka aku tidak hendak memberatnik
Dan kamu insyaallah akan mendaptimu termasuk oreaggo

yang baik.

23 8 Kemudian jika mereka menyusui (anak-anakmu) untukmu
maka berikanlah mereka upahnya.




23

Dari nabi SAW bersabda: Allah Ta’ala berfirman: Tigais
(manusia) yang Aku menjadi musuhnya kelak padakiemat;
laki-laki yang memberi dengan namaKu lalu berkhiaieki-
laki yang menjual orang yang merdeka lalu memakarydj
uang hasil penjualannya dan laki-laki yang mempgakan
pekerja, yang mana ia memenuhi pekerjaannya, tetapmak

memberikan upahnya.

30

11

Bertanya kepada Nabi: lebih baik mana antara keaditau
dermawan, maka Nabi menjawab: adil itu diletakkarkae-
perkara pada tempatnya, dan dermawan itu mengefu
sesuatu sesuai dengan tujuannya, dan adapun keadiddah
dasar politik umum, dan dermawan watak khusus. Nalkgpun

adil itu lebih mulia dan utama

31

12

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kamgah
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami tiaur
bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supayusia
dapat melaksanakan. Dan kami ciptakan besi yangnyaq
terdapat kewkuatan yang hebat dan berbagai manfgit
manusia, (supaya mereka menggunakan besi itu) dpays
Allah mengetahui siapa yang menolong(agama)-Nya alsun-f
rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. SesunggahAllah

maha kuat lagi maha kuasa.

32

13

Maka sesungguhnya manusia tidak berselisih tergéalgdari
zalim keburukan dan akibat dari adil adalah kemulyaan, oleh
karena itu, ada periwayatan bahwa: Allah menolong negara
yang adil walaupun kafir, dan tidak menolong negara yang

zalim sekalipun iman.

BAB IV

61

)

arka

ba

Kemudian jika mereka menyusui (anak-anakmu) untukmu

maka berikanlah mereka upahnya.




Dari nabi SAW bersabda: Allah berfirman: “ada tigary
yang aku musuhi di hari kiamat: lelaki yang memikernudian

mengungkit-ungkit, lelaki yang menjual kepada orayang

o1 2 merdeka lalu menaikkan harganya dan lelaki yang emetm
upah pekerja maka menunaikannya, dan tidak menare
upahnya.

79 10 Menghilangkan kemafsadatan/kerusakan uintuk meridia
atas jalan kemaslahatan

23 1 Kemazdorotan tidak dapat dihilangkan dengan kenraraio

yang lain.

rik

hu
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDINESIA

NOMOR 37 TAHUN 2004

TENTANG

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Mengingat:

1.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan
menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan
kebenaran;

. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan
utang piutang yang timbul di masyarakat;

. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan
terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam
menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;

. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang
Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar
materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
dibentuk Undang-undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto
Staatsblad 1941: 44);

. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad
1927:227);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); 6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:



(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-
Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum
Debitor.

(2) Dalam hat Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang
menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.

(3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau
usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi
atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud
dalam anggaran dasarnya.

Pasal 4

(1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah,
permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Pasal 5

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing
pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.

Pasal 6
(1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.

(2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan,
dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat
tersebut. (4)Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2
(dua) hari setelah tariggal permohonan didaftarkan.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan,
Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

(6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat
20 (duapuluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

(7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan
sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah
tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 7

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal
57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang
advokat.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh
Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Pasal 8
(1) Pengadilan:

a. wajib memanggil Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank
Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;

b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat
keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah
terpenuhi.



(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasas dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan
panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2
(dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

(4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas
perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal
permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 13

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua)
hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal
permohonan kasasl diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat
tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.

(6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada
Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(7) Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah
putusan kasasi diterima.

Pasal 14

(1) Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat
diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan
kembali.

Pasal 15
(1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari
hakim Pengadilan.
(2) Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul
pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.

(3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator
dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesiadan paling sedikit 2
(dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit
yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
b. nama Hakim Pengaiwas;
c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;

d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Pasal 16

(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal
putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.



(1) Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan
secara tersendiri.

(2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara berurutan:
a. ikhtisar putusan pailit atau pembatalan pernyataaan pailit;
b. isi singkat perdamaian dan pengesahannya;
c. pembatalan perdamaian;
d. jumlah pembagian dalam pemberesan;
c. pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
f. rehabilitasi; dengan menyebutkan tanggal masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(4) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang
dengan cuma-cuma.

Bagian Kedua
Akibat Kepailitan

Pasal 21

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailft diucapkan serta segala
sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 22
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya,
perlengkapannya, alat-alat medis yang di Pergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya
yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor
dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau
jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim
Pengawas; atau

¢. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-
undang.

Pasal 23

Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit
yang menikah dalam persatuan harta.

Pasal 24

(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam
harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
(2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

(3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau
lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib
diteruskan.

(4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek
maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 25

Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta
pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 26

(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap
Kurator.



Pasal 36

(1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau
baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator
untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang
disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.

(2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim
Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan
jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor
konkuren.

(4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk
melaksanakan perjanjian tersebut.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap
perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 37
(1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda
dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda
tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan
diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka
yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.

(2) Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan
wajib membayar ganti kerugian tersebut.

Pasal 38

(1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda,
dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum
berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

(2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan
pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat
90 (sembilan puluh) hari.

(3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum
berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.

(4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Pasal 39

(1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan
pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.

(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan
pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Pasal 40

(1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila
menguntungkan harta pailit.

(2) Untuk, tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 41

(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum
Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan
pernyataan pailit diucapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa
pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor, dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan



Pasal 44

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah
tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
putusan penyertaan pailit diucapkan.

Pasal 45

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa
penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan penyertaan pailit Debitor sudah didaftarkan, atau
dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan
maksud menguntungkan Kreditor tersebut melabihi Kreditor lainnya.

Pasal 46

(1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh
pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu
wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.

(2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang
mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib
mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitor apabila:

a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau

b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

Pasal 47

(1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,
Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.

(2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45,
dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Pasal 48

(1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 gugur.

(2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas
harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan
Kreditor.

Pasal 49

(1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam
perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan
kepada Hakim Pengawas.

(2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima
dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.

(3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan
tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.

(4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit
diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat
tampil sebagai kreditor konkuren.

Pasal 50

(1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada
Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan
terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan
pernyataan pailit tersebut.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit
diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan
bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin
diketahui di tempat tinggalnya.



(3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat
mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

(4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui
kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang
pemeriksaan atas permohonan tersebut.

(5) Hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.

(6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas
mempertimbangkan:

a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
c. kemungkinan terjadinya perdamaian;

d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta
pemberesan harta pailit.

Pasal 58

(1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa
diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kurator, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya
waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.

(2) Apabila Hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut,
Hakim pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk
melindungi kepentingan pemohon.

(3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada
Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib
memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan
tersebut diterima.

(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum
apapun termasuk peninjauah kembali.

Pasal 59

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu
paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178
ayat (1).

(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya
benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

(3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil
antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada
Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 60

(1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib
memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan
menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.

(2) Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Kreditor
pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib
menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang
diistimewakan.

(3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang
bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan
tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Pasal 61



(1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat,
dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.

(2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf
b, Pasal33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal
183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal
189.

Paragraf 2
Kurator

Pasal 69
(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:

a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada
Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau
pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

(3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut
harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas
kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit
yang belum dijadikan jaminan utang.

(5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas,
kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 70
(1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah:

a. Balai Harta Peninggalan; atau
b. Kurator lainnya.
(2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam
rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan

b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar
Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas:

a. permohonan Kurator sendiri;

b. permohonan Kurator lainnya jika ada;
c. usul Hakim Pengawas; atau

d. permintaan Debitor Pailit.

(2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor
konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90,
dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah
kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua)
jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 72

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan
dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 73



(1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditor untuk
membentuk panitia kreditor tetap.

(2) Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa
dalam rapat Kreditor, Hakim pengawas:

a. mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor
sementara; atau

b. membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor.
Pasal 81

(1) Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai
kepailitan.

(2) Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya.

Pasal 82
Dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.

Pasal 83

(1) Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah
gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan
piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, Pasal38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal ,107, Pasal 184 ayat (3),
dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah
pembagian yang harus dilakukan.

(3) Pendapat panitia kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, apabila Kurator telah
memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberlkan pendapat, namun dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, panitia kreditor tidak memberikan pendapat tersebut.

Pasal 84
(1) Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor.
(2) Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib
memberitahukan hal itu kepada panitia Kreditor.
(3) Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim Pengawas.

(4) Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menangguhkan
pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 4
Rapat Kreditor

Pasal 85

(1) Dalam rapat Kreditor, Hakim pengawas bertindak sebagai ketua.

(2) Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor.

Pasal 86

(1) Hakim pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit
diucapkan.

(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim pengawas dan
Kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor
pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan
Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling

sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2).



Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara
maupun di rumahAya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

(2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim
Pengawas

(3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak penahanan dilaksanakan.

(4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas
permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan
dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Pasal 94

(1) Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim pengawas atau atas permohonan
Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap
atas panggilan pertama.

(2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor
pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.

Pasal 95

Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas
alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 96

(1) Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit
maka apabila Debitor Pailit berada dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut
atas perintah Hakim Pengawas.

(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kejaksaan.

Pasal 97
Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 98

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit
dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan
memberikan tanda terima.

Pasal 99

(1) Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan
harta pailit, melalui Hakim Pengawas.

(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada
dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah
setempat.

Pasal 100

(1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan
pengangkatannya sebagai Kurator.

(2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
(3) Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut

Pasal 101
(1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit.

(2) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan
pada pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Pasal 102



Pasal 112

Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitera wajib memberikan salinan dari surat yang disediakan di
Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan.

Bagian Kelima
Pencocokan Piutang

Pasal 113

(1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus
menetapkan:

a. batas akhir pengajuan tagihan;

b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan;

¢. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

(2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14
(empat belas) hari.

Pasal 114

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib
memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan
mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (4)

Pasal 115

(1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau
keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau
salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan,hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan
benda.

(2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dfmaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima
dari Kurator.

Pasal 116
(1) Kurator wajib:

a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat
sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau

b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.

(2) kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang
belum diserahkan termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal 117

Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui,
sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Pasal 118

(1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dlbubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang
apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai,
jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan
benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

(2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda;
piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut
catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.

Pasal 119



(3) Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpabh, diterima dengan syarat, sampai saat
diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat

).
(4) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.

(5) Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya
penipuan.

Pasal 127

(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak,
sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua
belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadjlan.

(2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.

(4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah
ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak
yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan
bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.

(5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan
menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 128

(1) Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh Kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya
perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada, hakim untuk
diputuskan dengan ketentuan bahwa:

a. dalam hal piutang diterima maka piutang dianggap diakui dalam kepailitan.
b. biaya perkara menjadi tanggungan Debitor Pailit.

(2) Debitor dapat rnengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
pengganti Kurator berdasarkan surat surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan diwakili
oleh seorang advokat.

(3) Selama pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi maka pihak lawan berhak
memanggil Debitor untuk mengambil alih perkara.

(4) Dalam hal Debitor tidak menghadap,putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.

(5) Dalam hal bantahan itu diajukan oleh Kreditor peserta, setelah putusan pengesahan perdamaian dalam
kepailitan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak hanya untuk
memohon hakim memutus mengenai biaya perkara.

Pasal 129

Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang
tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada Debitor Pailit.

Pasal 130

(1) Dalam hal Kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, jurusita dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari setelah ketidakhadiran Kreditor harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang
telah diajukan.

(2) Dalam hal Kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor tidak dapat
menggunakan sebagai alasan tidak adanya pemberitahuan dalam perkara dimaksud.

Pasal 131

(1) Hakim Pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah sampai dengan suatu jumlah yang
ditetapkan olehnya.

(2) Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang, Hakim Pengawas dapat mengakui peringkat tersebut
dengan bersyarat.

Pasal 132



Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tandingan, hipotek, hak agunan atas
kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta
pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari
hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren
atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas
piutangnya.

Pasal 139

(1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau
sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang
Republik Indonesia.

(2) Penetapan nilai piutang dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan,

(3) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi piutang milik Kreditor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dllakukan pada tanggal eksekusi dengan menggunakan Kurs Tengah Bank
Indonesia.

Pasal 140

(1) Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat tersebut tanpa menyebutkan nama
pembawa atau dengan mencatatkannya atas nama pembawa.

(2) Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa menyebutkan nama pembawa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap. sebagai piutang Kreditor tersendiri.

Pasal 141

(1) Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang, penanggung dapat mengajukan pencocokan, piutang setelah
dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung.

(2) Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada Kreditor.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung dapat diterima secara bersyarat, dalam
pencocokan atas suatu jumlah yang belum dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokan oleh Kreditor.

Pasal 142

(1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit Kreditor dapat
mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing- masing Debitor yang
dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas. (2)Setiap Debitor tanggung-menanggung yang
mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang dinyatakan pailit dapat
diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila Kreditor tidak melakukan pencocokan sendiri.

(3) Dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung, melebihi 100% (seratus persen) dari tagihan,
kelebihannya dibagikan di antara Debitor tanggung-menanggung menurut hubungan hukum di antara mereka.

Pasal 143

(1) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit,
dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.

(2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara rapat
pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.

(3) Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.

(4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia, Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit
dapat meminta kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen
mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.

Bagian Keenam
Perdamaian

Pasal 144
Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Pasal 145



Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah piutang, tidak
mempengaruhi sahnya penerimaan atau penolakan perdamaian.

Pasal 154
(1) Berita acara rapat wajib memuat:

a. isi perdamaian;

b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
c. suara yang dikeluarkan; d.hasil pemungutan suara; dan

e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

(2) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.

(3) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di
Kepaniteraan Pengadilan.

(4) Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.

Pasal 155

Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta
kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya
berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat
rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian
tersebut ditolak.

Pasal 156

(1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang
Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.

(2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan
dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai
penetapan hari sidang tersebut.

(3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya
penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.

Pasal 157

Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan
mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.

Pasal 158

(1) Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan
tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia
menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.

(2) Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.

Pasal 159

(1) Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang
tersebut, Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya.

(2) Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar
daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau

c¢. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena
pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama
untuk mencapai hal ini.

Pasal 160



(4) Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-
masing Kreditor berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 169

Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
168 terbatas pad a pemberian jaminan, dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, Kurator hanya
wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut.

Pasal 170
(1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi
perdamaian tersebut.
(2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.

(3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan
pailit.

Pasal 172

(1) Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan
pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan
terdahulu ada suatu panitia seperti itu.

(2) Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin
diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.

(3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 173

(1) Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22,
dan pasal-pasal dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab Il Undang-Undang ini.

(2) Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang terbatas pada piutang yang belum
dicocokkan.

(3) Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang
dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

Pasal 174

Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, apabila ada alasan untuk
itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan
pembukaan kembali kepailitan mengikat bagi harta pailit.

Pasal 175
(1) Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.
(2) Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

Pasal 176
Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para Kreditor dengan cara:

a. jika Kreditor lama maupun Kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi
di antara mereka secara pro rata;

b. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan Kreditor baru berhak
menerima pembayaran sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam perdamaian;

c. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara prorata atas sisa harta pailit
setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang
yang diakui;



(2) Kuratorwajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat
yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor wajib diingatkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.

(3) Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 180 berlaku juga.

Pasal 182

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata Hakim Pengawas telah
keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau Kreditor dapat meminta kepada
Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

Pasal 183

(1) Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan
perusahaan dihentikan.

(2) Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia Kreditor, apabila ada, wajib
didengar dan Kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator.

(3) Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.

Pasal 184

(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual
semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:

a. usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau

b. pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.

(2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak
diperlukan untuk meneruskan perusahaan.

(3) Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang
dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 185
(1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di
bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
(3) Semua bendayang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan
tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.

(4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda,
sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Pasal 186

Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan Jasa Debitor Pailit dengan pemberian
upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 187

(1) Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat
Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara
pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah
berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.

(2) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120. (3)Kurator wajib mengumumkan panggilan
yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

(4) Hakim Pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empat belas) hari antara hari
pemanggilan dan hari rapat.



(5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan
tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar
pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.

(6) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan
yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Pasal 195

(1) Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu
jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat
paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan dengan ketentuan:

a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;

c¢. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang
tersebut.

(2) Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang tersebut dengan cara yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya, dilakukan sebelum
pemeriksaan perlawanan dimulai.

(3) Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan dicocokkan, dan tidak ada perlawanan yang
diajukan oleh orang lain, biaya perlawanan harus dibebankan kepada Kreditor pelawan tersebut.

Pasal 196

(1) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor
dapat mengajukan permohonan kasasi.

(2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

(3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil Kurator atau
Kreditor untuk didengar.

(4) Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan
perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat.

Pasal 197

Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan
fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat
pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat.

Pasal 198

(1) Pembagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama
belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya kurang dari uang yang diperuntukkan
baginya, uang yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi keuntungan Kreditor
lainnya.

(3) Jika bagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah, melebihi prosentase
bagian yang wajib dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan
sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan.

Pasal 199

Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak
tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang
didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil
penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan
setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya.

Pasal 200

(1) Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan
pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang
telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui.



(2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita.

(3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor
yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu
dikenal.

Pasal 209

Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari
harta kekayaan ahli warisnya.

Pasal 210

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah Debitor meninggal.

Pasal 211

Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak
berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris
secara murni.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian
piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luarwilayah Negara Republik Indonesia,
yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala
apa yang diperolehnya.

Pasal 213

(1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga,
dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan dari pada orang lain atas
seluruh atau sebagian piutangnya dan benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara
Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.

(2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh
Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

(1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang
karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik
Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.

(2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesebelas
Rehabilitasi

Pasal 215

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka
Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah
mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Pasal 216

Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat
permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah
memperoleh pembayaran secara memuaskan.

Pasal 217



(4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah
piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

(5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku
mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 225

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) berikut lampirannya, bila ada, harus
disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapatdilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilandalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
didaftarkannya surat permohonan sebagaimana dimaksud delam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari
hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus
harta Debitor.

(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari
sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta
mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

(4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui
pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk
menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung
sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

(5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban
pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang
sama.

Pasal 226

(1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam
Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh
Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan
yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama
Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.

(2) Apabila pede waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana
perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, den pengumuman tersebut
harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang
direncanakan.

Pasal 227

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang tersebut diucapkan den berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.

Pasal 228

(1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus mendengar Debitor,
Hakim Pengawas, pengurus den Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan
surat kuasa.

(2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang
bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.

(3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum
sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat
memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus
menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang
tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

(3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Pasal 233

(1) Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan
oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi
tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. (2)Dalam hal saksi tidak hadiratau
menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.

(3) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah
dari Debitor dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

Pasal 234

(1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak
memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana
dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus
yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan

b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan
yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.

(5) Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan
setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harusdibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Pasal 235
(1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 226.

Pasal 236

(1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus
memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)jumlah pengurus.

(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(3) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus, setelah memanggil dan mendengar
pengurus, dan mengangkat pengurus lain dan atau mengangkat pengurus tambahan berdasarkan:

a. usul Hakim Pengawas;

b. permohonan Kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan
lebih dari 1/2 (satu perdua)jumlah Kreditoryang hadir dalam rapat Kreditor;

¢. permohonan pengurus sendiri; atau
e. permohonan pengurus lainnya, jika ada.

Pasal 237

(1) Dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Pengadilan dapat
memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor;

(2) Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu selama
berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, berdasarkan:

a. prakarsa Hakim Pengawas; b.permintaan pengurus; atau
c. permintaan satu atau lebih Kreditor.



lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan
undang-undang.

Pasal 243

(1) Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh
Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

(2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang
sudah diakui Debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan
untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat
menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

(3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang
menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

Pasal 244

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku
terhadap:

a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas
kebendaan lainnya;

b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim
Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan
kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan

c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor
yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Pasal 245

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum
diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban
pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua
Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

Pasal 246

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis
terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang
diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan
kewajiban pembayaran utang.

Pasal 247

(1) Orang yang mempunyai utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor tersebut, dapat
memperjumpakan utang piutang dimaksud, dengan syarat utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang
menimbulkan utang piutang dimaksud telah terjadi sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang.

(2) Piutang terhadap Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menurut ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 274 dan Pasal 275.

Pasal 248

(1) Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor dari pihak
ketiga sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila
dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik.

(2) Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat
diperjumpakan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku bagi perjumpaan utang yang diatur
dalam Pasal ini.

Pasal 249

(1) Dalam hal pad a saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan terdapat perjanjian timbal
balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat



Pasal 255

(1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih
Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:

a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam
melakukan pengurusan terhadap hartanya;

b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);

d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau
setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang
disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;

e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi
memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau

f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.

(2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan
permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.

(3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah
dipanggil sebagaimana mestinya.

(4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan
putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.

(5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.

(6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus
dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Pasal 256

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis
terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran
utang.

Pasal 257

Putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang
harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 258

(1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran
utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 225 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor diberitahu secara tertulis
bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.

(2) Jika diperlukan, Pengadilan segera menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian Kreditor
dipanggil oleh pengurus.

Pasal 259

(1) Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang
dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan
ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan
diucapkan.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat,
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan.

Pasal 260

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan
permohonan pailit.

Pasal 261



(1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-
sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan
ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 226.

(2) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat tercatat atau
melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2).

(3) Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa.

(4) Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang
ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.

Pasal 270

(1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya
yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.

(2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat
meminta tanda terima dari pengurus.

Pasal 271

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari
Debitor.

Pasal 272

Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-
masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Pasal 273

(1) Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 disertai
perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1)
dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 274

(1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
272 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.

(2) Jika pengurus dan Kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, seluruh nilai
tagihan Kreditor harus diterima secara bersyarat.

Pasal 275

(1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran
secara berkala, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya putusan
penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

(2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut;

(3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban
pembayaran utang diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah
putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan.

(4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib
diperhatikan:

a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.

Pasal 276

(1) Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 di Kepaniteraan
Pengadilan, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
268 dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.



(1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama
Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor, hasil
pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.

(2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani
oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang
bersangkutan.

(3) Salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan
paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan rapat.

(4) Salinan berita acara rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma selama 8 (delapan) hari setelah
tanggal disediakan.

Pasal 283

(1) Debitor dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari
setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat
diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru
telah dianggap sebagai ditolak.

(2) Jika Pengadilan membuat perbaikan berita acara rapat maka dalam putusan yang sama Pengadilan harus
menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) hari dan
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat tersebut
diucapkan.

(3) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dan putusan tersebut mengakibatkan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 289 menjadi
batal demi hukum.

Pasal 284

(1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada
Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal
yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yangmenyebabkan ia
menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan
ketentuan ayat (1).

(3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus
diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 285

(1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada
sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).

(2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar
daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
c¢. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena

pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama
untuk mencapai hal ini; dan/atau

d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan
jaminan untuk pembayarannya.

(3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib
menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu
paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator,

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasall3 berlaku mutatis mutandis terhadap
pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.

Pasal 286



(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295
ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal
putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295
ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan
yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.

(4) Panitera Pengadilan mendaftar permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan
kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal
yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

(5) Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung
dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 297

(1) Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang
menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon, salinan permohonan
peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan
didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4).

(2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pengadilan
menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

(3) Pihak termohon dapat mengjaukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.

(4) Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitera
Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan
didaftarkan.

Pasal 298

(1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah
Agung.

(2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

(3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera
Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan
kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 299

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara
Perdata.

Pasal 300

(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan
pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus
perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

(2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan
Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 301
(1) Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.

(2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 300 ayat (1),
Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan
diputus oleh hakim tunggal.



Pasal 308
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK 1INDONESIA

BAMBANG KESOWO
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